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PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 1¢ TAHUN 2014

TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

bahwa untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan di
Daerah diperlukan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2015;

bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun
2015, disusun secara konkrit dan sistematis berdasarkan
hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 dan mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Barito Selatan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4728);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

J1. Pelita No. 305 F Buntok 7311 KALIMANTAN TENGAH
Telepon (0525 ) 21001 Faximille ( 0525 ) 21500



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 4201) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104
Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 201 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun
2013 Tentang Organisasi dan Tata Satuan Kerja Perangkat
daerah Kabupaten Barito Selatan ( lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 nomor 1 )

Peraturan Daerah kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun
2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011-2016
(Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2012 )

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2015

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.

- Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD

adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun



S. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Pasal 2
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan

Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi Pedoman dalam
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.

BAB 11
SISTEMATIKA RKPD
Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI. : Pendahuluan

BABII : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BABIII : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan
Daerah

BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BABV : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI : Penutup

Pasal 4

Isi beserta uraian Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan
merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.



Pasal 5

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2015 akan dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Barito Selatan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal 2 4 2014
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